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WALIKOTA METRO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat [2)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun serta Penpgawasan Pemulihan Aldbat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
olech Pemerintah Daerah, Walikota berwenatg
menerbitkan izin penvimpanan sementara limbah
bahan berhahaya dan beracun dan pengumpulan
limbah bahan berbahaya dan beracun slala kota;

. bahwa agar pemberan izin penyimpanan

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
heracun skals kota sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dapat dilaksanakan secara efekrif dan
efisien, perlu diatur tala cara pemberian izin
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun serta pengumpulan limbazh bahan
berbahaya dan beracun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurul a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan  Walikota (lentang Tata
Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 lentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dat II Way Ranan,
Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya
Dali 1T Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
S063):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor &2, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 WNomaor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 3587),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56749);

Peraturan Pemerintsh Nomor 27 Tahun 2012
tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3617);

Peraturan Menteri Megara Lingkungan Hidup
Nemeor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbshaya
dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingloungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
a0 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun serta Pengawasan Pernulihan akibatl
Pencernaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pemerintah Daerah;
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13. Peraturan Daersh Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan
Hidup (Lemberan Daergh Kota Metro Tahun 2013 Nomaor
3, Tarmmbahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3).

MEMUTUSEKEAN :

: PERATURAN WALIROTA TENTANG TATA LAKSANA
PERIZINAN PENGELOLAAN LIMEAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Metro;

Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kota Metro;
Walikota adalah Walikota Mctro;

Kentor Lingkungan Hidup adalah  Kantor
Lingkungan Hidup Kota Metro atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan scbutan lain yang
membidangi Lingkungan Hidup di Kola Metro,

5. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha
Kantor Lingkungan Hidup.
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6. Kantor Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

7. Limbah Bahan Berbahava dan Beracun, yang
selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
herbahaya dun/atau beracun yang karena sifat
dan /atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik
secars langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atan merusakkan lingkungan
hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, serta kelangsungan  hidup
manusia dan makhluk hidup lain;

8. Penpclolaan limbah B3  adalah  kegiatan yang
meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpularn,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,
dan/atau penimbunan limbah B3;

9. Penyimpanan scmentara lhmbah B3 adalah
kepgiatan menyimpan limbah B3 skala kola yang
dilakukan oleh penghasil danfatau pengumpul
dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau
penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan
sementara;
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Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah
B3 skala kota dari penghasil limbah B3 dengan maksud
menyimpan sementara yang sumbernya berada dalam wilayah
administrasi Kota Metro sebelum dizserahkan kepada pemanfaat,
pengolah danfatau penimbun limbah B3.

Rckomendasi adalah surat yveang menjadi dasar perimbangan
untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha vang meliputi
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah,
Firmma serta bentuk Badan Usaha lminnya yang dalam kegiatan
usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau
mengelola limbah B3.

Pembinaan adalah kegiatan vang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk
mengarahkan hadan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penpgawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dacrah
(PPLHD] yang bertugas i Satuan Kerja Perangkat Dacrah dan
bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan
lingkungan perkotaan.

Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung
dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab
usaha danfatau  kegiaten terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam
pengelolaan limbah B3.

Pasal 2

Ruang lingkup vang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. Perizinan yang melipuati:

1. lzin penyimpanan sementara limbah B3; dan

2. Izin pengumpulan limbah B3 ;

bh. Pemhbinaan.

[zin schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a angka 2 tidak
termasuk minyak pelumas/oli bekas,

BAB I1
PERIZINAN
Pasal 3

Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/satau
pengumpulan  limbah B3 wajib  memililki izin  penyimpanan
sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah Ba.

Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara
limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota.

Permohonan izin diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Fintu (KPM dan
PT&SF) Kota Metro.
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(4] Kantor Lingkungen Hidup melakukan verifikasi teknis dan

menerbitkan rekomendasi izin penyimpanan sementara dan/atau
pengumpulan Limbah B3.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah
B3 wajib memiliki :

a,

b.

Laboratorium analisa atau alat analisa B3 di Lokasi kegiatan
pengumpulan limbah B3; dan

Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolasn limbah
B3.

Pasal 5

(1) Pemohon mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan

persvaratan  administrasi  dengan  melampirkan dokumen
pendulkung sebagai berikut :

f.

b.

Surat Kuasa darl pemchon, apabila pengajuan permohonan
diwakilkan kepada ocrang lain;

Salinan Kartu Identitas pemohon;

e, Balinan Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

L

Salinan surat bukti kepemilikan/penpuasaan tanah dan/atau
bangunan vang sah sebagai lokasi tempat usaha;

Salinan Izin Mendirikan Bangunan;

. Salinan Izin Gangguan;
. Salinan SIUP dan TDFP;

Salinan persetujuan dokumen lingkungan;

Peta lokasi tempat kegiatan (lay ouf) dan tata letak penempatan
limbah di tempsat penyimpanan sementara seria keterangan
tentang lokasi (nama tempat,/letak, luas, titik koordinat),

Data yang menerangkan :

1) Jenis-jenis limbah wyang akan disimpan dan/atau
dikumpulkan;

2) Jumlah limbah B3 (untuk tiap jenis limbah) yang akan
disimpan dan/atan dikumpulkan;

3) Karakteristik tiap jenis limbah B3 vang akan disimpan
dan/atau dikumpulkan;

4) Uragian tentang proses pengumpulan dan perpindahan
limbah {asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah};

5] Uraian lentang cara penanganan limbah (kemasan,
penyusunan/ penataa);

6] Uraian teniang tindak lanjut penyimpanan / pengumpulan limbah;

7] Lingkup wilayah kerja kegiatan pengumpulan limbah.

Spesifikasi dan Desain konstriksi tempat penyimpanan;

m.Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah

1.

pemanfaat / penimbun limbah;

Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat
dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimililki;
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(2} Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan
Walikota ini.

(3] Persyaratan teknis izin penyimpanan sementara dan/atau
pengumpulan  limbah B3 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diizinkan jika:
a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan;

b. Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B2 telah
memiliki alat anglkut vang memenuhi persyaratan;

c. Badan usaha pengumpulan limbah B3 telah memilikd kontrak
kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau
penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin,

(2) Pemilihan lokasi untuk penyimpansn sementara limbah B3
dan/atau pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan rencana
tata ruang vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

Pazal T

(1) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan
melalui tahapan :
a. Penilaian administrasi yaitun  penilaian  kelengkapan
persyaratan administrasi permohonan izin yang diajukan
pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayvat (1);

b, Verifikasi teknis wvaitu  perulaian kKesesuaian antara
persyaratan vang diajukan olch pemohon scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) dengan kondisi nyala ddi
lokasi keglatan sesual dengan acuan Kerja laporan verifikasi
perizinan dan dilengkapi dengan Check list Pemernksaan
Lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

¢. Penerbitan surat rekomendasi izin Penyimpanan sementara
danfatau Pengumpulan Limbah B3 oleh Kepala Kantor
Lingkungan Hidup berdasarkan verifikasi teknis.

d. Walikota menerbitkan surat keputusan permohonan izin
Penyimpanan sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3
berdasarkan surat rekomendasi.

(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat
{1] hurufl a belum lengkap,/belum memenuhi  persvaratan
dan/atau tidak benar, maka surat permohonan i1zin dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila telah dinyatakan
lengkap, proscs perizinan dapat dilanjutlcan ke tahap berloatnya.

(3] Daftar uji pemeriksaan lapangan dan berita acara pemeriksaan
lapangan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b adalah

sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran [I Peraturan Walikota
i,
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(4} Acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran [II Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

(1) Surat rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(1) huruf ¢, memuart :
#. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha,
alamat, bidang usaha, nama penangeungawab kegiatan;

Sumber limbah B3;
Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
Jemis dan karakteristik limbah B3,

Kewajiban-kewajiban vang harus dilakukan, oleh pemegang

izin, antara lain;

1. Mematuhijenis limbah B3 vang disimpan /dikumpulkan;

2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atan pengumpulan
limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan
sesual dengan jenis dan karakteristik imbah B3;

4. Mencegah terjadinya tumpahan /ceceran limbah B3;

5. Mencatat neraca limbah B3;

fi. Mematuhi jangka waktu penyvimpanan dan/atau
pengumpulan limbah B3; dan

7. Menvampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan
dan/atau pengumpulan limbah B3.

-V T -

f. Sistem pengawasan; dan

g, Masa berlaku izin.

(2) Bentuk surat rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Walikota ini.

Pasal 9

(1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf d dapat berupa pencrbitan izin atau penolakan
permohonan izin,

(2) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebapaimana tercantum dalam Lampiran V Peraluran
Walikota, ini.

Pasal 10
Keputusan izin sebagaimana dimaksud delam Pasal 9 ayat (1)

diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
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Pasal 11

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dulam Pasal 9 ayat (1) :

a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi
persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7
ayat (1); dan

b. Diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Instansi Lingkungan
Hidup dengan disertai alasan penclakan.

Pagal 12

(1) lzin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku
selama 3 (lima) tahun dan dapat diperpanjang,

(2) Permoheonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 2 [dua)
bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

[2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pads ayat
(1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

(4) Persyaratan dun Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 13

Apabila lerjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau
cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, pemchon
wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan werifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim
verifikasi yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) orang atau
berjumlah ganjil;

(2] Tim verifikasi terdiri atas Ketua Tim dan Angeota Tim;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada avat (2) harus memenuhi
persyaratan;
a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3: dan/atau

b. Telah bekerja  paling sedikit 1 (satu] tahun di bidang
pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 15

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk oleh
Kepala Kantor Lingkungan Hidup.



(2] Tim sebagaimana dimsksud pada ayat (1) pada saat
melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah.

{3] Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

BAB II1
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan
penyimpanan  sementara  dan/atau  pengumpulan  limbah B3
dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup,

Pasal 17

(1} Penyelengparasn pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah
B3 dilakukan olch Tim Pengawas.

(2) Tim sebagsimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan ;
a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 dan/atau:

b. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang
pengelolaan linglungan hidup.

EARB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

(1] lzin penyimpanan dan/ateu pengumpulan limbah B3 tidak
berlaku lagi apabila :
a. Kegiatan / Usaha beralthir:

b. Tidak melaksanakan perpanjangan izin.

(2) Izin penyimpanan danjatau pengumpulan limbah B3 dicabut
apabila :
a. Tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka
waltu 1 (satu) tahun scjak izin dikeluarkan;

b.  Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Ketentuan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga menyebabkan
terjadinya  pencemaran/kerusakan terhadap lingkungan
dan kepentingan umum;

c.  Melakukan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan
limbah B3 tidak sesuai dengan izin yvang diberikan.

Pasal 19

(1) Pencabutan izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2
dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenpgang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
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(2} Apabila peringalan dimsksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara
kegiatan Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3
untuk jangka waktu 7 [tujuh) har.

(3] Apabila penghentian scmentara sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) Pasal ini melebihi jangka waktu dan tidak ada Upaya
perbaikan, maka izin dimaksud dicabut.

Pasal 20

Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat dicabut
tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 19
Peraturan Walikota ini, dalam hal kegiatan usaha:

a.  Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
b.  Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kota Metro.

PARA

Ditetapkan di Metro

F HIERA HHI$ | pada tanggal ZY Siember 2015
Pj. WALTKO//A METRO,

=ne
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[ = —n b T

rendn ad
ol it .\_..\_.‘.___. A

LAERT ] ----q...,#
o TR e ity iy

Diundangkan di Metro
pada tanggal 13 Telle-lsr 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

|
ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR | 1.
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TANGGAL : 13 Seftismber 2a09

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Metro,...

Kepada
Momor Yth. Bapak Walikota Metro

Lampiran : melalui Kepala Kantor
: F : . Penanamean Modal dan

Sementara /Pengumpulan limbah B3 di-

METRO

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan
dan / alau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
kepada Bapak Walikota Metro untuk dapat diberikan izin dengan
Kelerangan sebagaimana tersebut dibalile surat ini.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas kami
sanggup untuk senantiasa mentaati semua peraturan perundangan
yvang berlaloa.

Demikian untuk menjadi periksa.

. Hormal Kami,

e e S— Nama Terang Pemohon

Heoala E-ag!mm l ,E/
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FORMULIR BIODATA PEMOHON
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor SR Kepada Yth;
Batriplans: 1tk Walikota Metro
Perihal melalui Kepala Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Fintu

di-
tempadt

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
pengumpulan®* limbah dengan data-data schagai berikut :

A, Heterangan tentang pemohon

1. | Mama 2 e T e a———
Pemohon @ | .........

2. | Alamaz

............................................. Kode Pos
[ )
3. | Nomar -0l o (. SR | I, | ——
Telp/Fax
4, | Alamart e- b Fr S R
mail |

B. Keterangan lenlang perusshaan

1. | MNamsa :
Perusahaan

b

Alamal
ik eoae Pas Lo civaniaid

| OB TEIDBEE. 7 Tl i il Lol ins ey aaseis
4, | Jenis Usaha :
3, | Nomor/ Tanggal
Alcta Pendirian*=
Jenis izin No Persetujuan /
Izin
7. | [zin-izin yang ;| 1.AMDALSUKL-UPL [ .iccssnensesssssssnanssnns
diperoleh . =
3. I=zin Lokast/ Prifveip/ | oo
Petivelengenranit = [ svasesniyeass
o L1 | L LT,
o L 1
Bt 5 L | Bt Sth oyt
Lo AN PErUSANBEN: | icicicieiiimoiigeiiis i,

C. LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN

d) KETERANGAN TENTANG LOKAS

1. hama Tempart :
2. Luas TFS Limbah B3 TS |

3. Titik Koordinat




jdih.metrokota.go.id , )
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO a

4. Kelengkapan Alat vang dimiliki

Alarm Ada/tidak %)

*  Alat Pemnadam Api Ringan (APAR) Adaftidak )
Ada/tidak %)

[ | Smmr; E'y-E wlﬂSh .Iul..dﬂ.; tidﬂk *}
= Sistemn Penanglkal Petir Ada/tidak %)
* Papar Pengaman Adaftidak ¥
* Penanganan Tumpahan [Bak

Penampung) Adaftidak ¥
* Penanganan Ceceran (serbuk gergaji [/

S by Adatidak %)
= Kotak P3K

Adaftdak %)
*= Label / S8imbaol Limbah B3 pada

banpunan dan kemasan.

»  Sistemn Ventilasi iiaf uTﬁ *}
»  Sistem Penerangan G !
. *| : coret yang lidak perlu
5. Jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dikelola :
Nama Jenis Tujuan
No.|Limbah Limbah [{nrakturlaﬂk! Jenis | Jamlh Akchir
B3 B3 FORMIAREN | o R Limbah
liter / builan)
1
3 A :
Jumlah Total R .
Hewmrangamn @
Jenis limheh B3 i Padat, cair, arau Studge
KEarakterisuk : Mudab meledak [poplostoes]; cuiran mudah terbakar (fammable oo,

prdaton mudah terbakar [faommable salid], reaktil (eoidieed], boracun (polsas), koros:d [sormsiae,
infelead (infetions), compuman (mesceillpmeomes|

. Jenizs Kemasan sedrum [ jumbo bag ¢ bex f alau lain-laionya,

8. Kapasitas TPS Limbah B3 : ..., (ccccceenenes | m3

b) DAFTAR LAMFIRAN
1. Persyaralan Administrasi
= Balinan Akle Perusahaan;
» Salinan Izin Gangguan (HO);
* Balinan Izin Lokasi/Tzin Prinsip/lzin Penyelengparaan;
» Salinan Ixin Mendirikan Bangunan (IMB);
*  Balinan Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL);
* Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
* Salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

2. Persyaratan Tcknis

= Peta lokasi kegiatan atau Salinan Peta Lokasi dan untuk luas kegiatan
lebih dari 10 hektar sertakan [oto udara/citra;



jdih.metrokota.go.id , ,
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO 4

»  Site Flan;
* Diagram Alir {flowsheet] proscs pengelolaan limbah B3;
* Desain Konstruksi TPS limbah B3;

* Standard Operation Procedure (S0OP) tata cara penvimpanan limbah
B3, penanganan kondisi darurat dan nama personil yang
bertanggung jawab untuk gudang TPS limbah B3;

= Burat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/
penimbun limbah;

" Tata letak saluran drainase:
= Foue Gudang TPS Limbah B3,

Demikian kami sampaikan, atas perhalian dan izin vang akan
diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

fnama lengkap, jabalan & stamyg)

PARAF HIERARKHIS | Pj. WALIKQTA METRO,
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LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR : |7 ‘TAHUN 2015
TANGGAL : 9 Stfieeber Fof

PEREYARATAN TEKNIS
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH E3

A. LOKAS] TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limhah B3 harus memenuhi persyaratan teknis
sehingga meminimalkan dampak veng ditimbulkannya terhadap
lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi Tempat Penyimpanan Sementara berada di arca kawasan
kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;

3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak vang aman dari bahan lain
yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau
mudah bereaks: atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKAS] TEMPAT PENGUMPLLAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan
teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan imbah B3 harus sesuai dengan
perantukan rencana tata ruang daerah setempat.

2. Jarak dengan sungal (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.

3. Lokasi bebas darn banjir.

4, Jarak lokasi dengan fasilitas wmum seperti daerah pemukiman padat,
perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas
keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.

th

Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperll garis
batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur
pendudul.

6. .Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam,
hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter,

C. TEMPAT PENYIMPANAN
1. Persyaratan Umum Bangunan Penyimpanan Limbah B3

a) Memiliki rancang bangun dan luas rusang penyINpAandn  Yang
sesuai dengan  jenis, karakteristik dan jumlah Iimbah B3 yang
dihasilkan atau akan disimpan.

b) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun
tidak langsung,.

¢ Dibuat tanpa plalon dan memiliki sistem ventilasi udara vang
memadai yang dilengkapi dengan kasa atau bahan lain untuk

mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam
ruang penyimpanan,

d] Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.



el Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya malahard) vang memadai

fi Pada bagian luar tempal penyvimpanan diberi  penandaan (simbol)
sesual dengan tata cara yang berlaku.

g} Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak
bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantal bagian dalam dibuat
melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan
maksimum 1 %. Pada bagien luar bangunan, kemiringan lantai
diatur sedemikian rmipa sehingga air hujan dapat mengalic ke
arah menjauhi bangunan penyimpanan,

. Persyaratan Khusus Bangunan Penvimpanan Limbah B3.

a) Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah terbakar.
1} Jika bangunan penyimpanan limbah B3 berdampingan dengan
gudang, maka harus dibual tembok pemisah tahan api.

2] Pintu darurart dibuat tidak pada tembok tahan api.

3} Jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibuat rerpisah dengan
banpgunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain
adalah 20 meter.

4} Untuk kestabilan struktur pada tembok penahan api dianjurkan
agar digunakan tiang- tiang beton bertulang vang tidak ditembusi
oleh kabel listrik,

o) Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yvang tidalk mudah
menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila
ada kebalkaran.

&) Penerangan, jika menggunakan lampu, harus menggunakan
inslalasi  wvang  tdak menvebabkan ledakan/percikan listrik
[explation proof].

71 Memiliki system pendeteksi dan pemadam kebakaran, persediaan
air untuk pemadam api, hidran pemadam api dan perlindungan
terhadap hidran.

b) Persyaratan banpunan penyvimpanan limbah B3 mudah meledal.
1) Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap haruas
dibuat tahan ledakan dan kedap air,

2) Konstruksi lantan dan dinding dibuat lebih kuat darn konstruksi
atap, sehingga bila terjadi ledakan wang sangat kuat akan
mengarah ke atas (tidak ke samping).

3) Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam
kondisi normal.

4) Desain bangunan  diranceng  scdemikian rupa schingga
cahava matahari tidak langsung masuk ke ruang gudang.

c| Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah  reaktl,
korosif dan beracun.

1} Konstruksi dinding haris  dibuat mudah  lepas, guna
memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.

2) Konstruksi atap, dinding dan lantai haros tahan terhadap korosi
dan api.

d} Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki.

1) Tangki penyimpanan limbah B3 haras terletak di luar banganan
tempat penyimpanan limbah B3,

2] Bangunan penylmpanan tangki merupakan konstruksi lanpa
dinding vang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yvang



Ledap air.

3) Tangki dan daerah tanggul serta bak penampungannya harus
terlindung dari penyinaran malahari sccara langsung serta
terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung
maupun bdak langsung.

3. Sarana lain yang Harus Tersedia

4) Peralatan dan sistem pemadam kebakaran.

b) Pagar pengaman,

¢} Pembangkit listrik cadangan.

d) Fasilitas pertolongan pertama.

€] Peralatan komunikasi.

) Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan,
g) Pintu darurat.

h) Alarm.

D. PENGEMASAN

l. Pra pcngemasan

&) Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian
labaratorium;

b} Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih  berdasarkan
kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah vang akan
dikemas.

. Persvaratan Umum Pengemasan

a) Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas
dari pengkaratan serta kebocoran;

b) Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan
karakteristik  limbah B3  yang akan  dikemas  dengan
mempertimbangkan segi  keamanan dan kemudshan dalam
PCHANEANANTIVA,

¢} Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk
silinder wvertikal maupun horizontal atau drum vang terbuat dari
bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau
PVC | atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang
dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;

d) Limbah B3 yang rtidak sesuai karakteristiknva tidak boleh disimpan
secara bersama-sama dalam satu kemasan;

e} Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan,
jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbanglan
kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan
gas atau terjadinyva kenaikan tekanan:

[}y Jika kemasan limbeh B3 sudah dalam kondisi yvang tidak layak
(misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau
jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam
kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;

g Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan
memenuhi  ketentuan tentang tata cara dan  persyaratan  bagi
penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 ;
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1]
2)
3)
4)
5)
&)
. 7]
hj

i)

il

Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai
dengan kKarakteristik limbah vang dikemas;

simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai
ukuran minimum adalah 10 cm x 10 em atau lebih besar:

Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari
bahan wyang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang
mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan
kemasan;

Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang
pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan
mudah terlihat;

Bimbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh
terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum
kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limhah B3:

Bimbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya
telah  dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk
pengemasan limbah B3 harus diberi label *KOSONG™:

Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi
untuk memberikan informasi dasar menpenai kualitatif dan
kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.

Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam
kemasan dan/atau tanpa kemasan dengan memperhatikan dan
menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis limbah B3 sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Setiap kemasan wajib diberikan simbel dan label sesuai dengan
karakteristik limbah yang disimpan:

Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan sesuai dengan
karakteristik dan jenis limbah B3 seperti yang telah diatur dalam
peraturan perundangan yang berlaku dan dialasi dengan palet.

E. DAFTAR UJI PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. | Administrasi a. Nomor
Pengajuan [zin

b. Tanggal
Pengajuan [zin

o, Jenis Izin [ ] Penyimpanan

| [ Pengumpulan
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Jenis Limbah i Prediksi LB3 yang
vang disimpan Karakteristik LB3 dihasilkan per
satuan waktu
Fase |, Oli bekas
cair
b.Solvent
bekas
c.’Thinner
| bekas
d.Dil
[sebutkan)
Fase | : ;
Podat a. Aki bekas |
; b. Spent catalyst '
c. Dl{sebutlann) |
" g Perusahaan Volume Alamat
X [szthr Penghasil Jenis LB3 vang Penghasil
[u_ntuk —LEE * dﬂﬂm"l.p]'ﬂl?;l o S &
kegiatan 1.
pengumpul
an) 2
3
4. | Kondisi a. Kondisi Kebocoran  Ya Tidak
bangunan atap
. Bahan atap :
b, Dinding Bahan dinding
bangunan
| Tinggi dinding : m
c. Lantai | Bahan kedapair [ va | [ Tidak |
Kemiringan rsmn}'i A | | Tidak
% kemiringan . e
Arah kemiring :
d. Bak Bak penampungan | asa Tidak |
penampun
gan Tertut
Ceceran |:| PR
Loar Tidak Tertutup
Letak bak penampung
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Kapasitas

Saluran ceceran
LB3 cair

Blslemn
PeTeTangan

Ada || Tidak |

Cukup Tidak Cukup

I__l Tertutup

Tidak Tertutup

Keterangan :

Ventilasi
udara

Cukup Tidak Cukup

Simbol
LB3 diluar
bangunsan

Tidak

Jarak dari
fasum
scperti RS,
pasar,
seloolah,
pemukima
n, dil
[untuk
tempat
pengump
lan)

Keterangan :

Titik
koordinat
letak
bangunan

et
mp— | |

Ketentuan
tambahan

SimTo
dan label
kemasan

Tidak

Keterangan :

Penatzan
kemasan
LB3

Ada Tidak

. BOP
penvimpan |

&Il

Al

Tidak |
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d. S0P [ ace | Tidak Keterangan :
tanggap

, darurat

e. Kencana ada | [ Tidak Keterangan :
| pengelolas

n LB3
selanjulnya

f. Pemisahan [ ada | | Tidak |  Ketecrangan
/partisi
LE3 sesuai

denpgan
karakteriat
iknya

............................

. APAR | Ada || Tidak | Keterangan |

h. Safety i

Tidak J Keterangan !
shower

i. Logbook Ticlak Keterangan :

g

CATATAN OBSERVASI / SARAN TINDAK

1

Petugas Verilikasi Lapangan :

Pj. WALIKQTA METRO,

N

{Sosevie TN BT

el AT P i i ——

Sekda
Ass . Dl....... ; 4 i

a v ACHMAD SNA PUTRA NR
qepala Bagian !
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F. BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN

PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jalan jend. A.H. Nasution No. 1 Metro, Telp. (0725) 7851666

ﬁ

BERITA ACARA
VERIFIKASI LAPANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

NI:.IIITJ:[II': ------i--lwu|l E‘AFILB;.ELTD'QMIE‘.L",

Pada hard im ... , tanggal o . bulan ..o AR e PR e
WIEB, berlokast di v e s sy Kecamatan oo eeceeecese I0ta Metro,
Provinsi Lampung, kami yang beranda tangun di bawah ini

1. Nama
Pangkat/Gol
Jabatan

2. Mama
Pangkat/Gal
Jabatan

3. Mama
Pangkat/Gol
Jahatan

Masing-masing dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro telah melakukan verifikasi
|lapangan 1ErRAGAD ..ot melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengamalan Langsung .
2. Pengambilan Folo.

Diari penpawasan tersebut di atas teluh ditemukan fakta-faktn :

dsr

Pelaksanaan verifikasi lapangan ini dikelabui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan

Mama
Jahatan
Alamat

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan lzin Pengelolsan Limbah B3 pada lokasi
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; vewrnrnnnnrrssereesreeeee WIEAT0 dan dibual dengan sebenar-benamys dan mengingal
Sumpah Jabatan.

Yang melakukan Verilikasi Lapangan :
1;

I__u-

Pihak Perusahaan :

s it SO R e PP

. Saksi-Saksi ;
1. Mama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

[

Mama
Pekerjaan
Alamat

Tanda Tangan

= . W A METRO,
PARAF HIERA &

1Sekda
-..ﬁns,,...i.LL Pl

———— é X ? ACHMAD THEEA PUTRA NR

i

*z0oia Bagian 2

| '.T!l.lhhﬂg E" 7T ﬂj &
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LAMFEIRAN ITI: PERATURAN WALIKOTA METR(
Nnomor (] TAHUN 2015

TANGGAL @ 9 Sddamber 2oty

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI

PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Penidabhuluan

a, Gambaran Umum Perusahean (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis
Limbah Yang dihasilkan) ;
h. lzin Yang Dimohon.

, Dasar Hultum Pelalksanaan

a. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan ;
b. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan ;
¢. Ketentuan perundangan-undangan di bidang Lingkungan Hidup

I, Tim Verifikas

a. Data Ketua Tim (Nama, NIP, jabatan] ;
b, Data Anggota Tim (Nama, NIP) ;
c. Waktu Pelaksanaan Verifikasi .

IV. Eksistensi Pelaksanaan

a.Spesifikasi Bangunan/ Pengelolaan/ Peralatan yang diperpunalean [Kondisi existing,
bailk, tidak bail)

b. Jumlah dan Karakteristik Limbah yang dikelola ;

¢. Standard Operating Procedure (S0F) Pengelolaan ;

d. Rencana Pengelolaan sclanjutnya ;

. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemararn ;

f. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat |

g Komparasi antara jumlah limbah lerproduksi  dengan kapasitas
penyimpanan dan lams masa penyimpanan sementara (khususoya
untuk penyimpanan dan penimbunan).

Rerita acara pemeriksaan (yang diberikan oleh Tim Tcknis, dapat diproses
menjadi  Keputusan/ditolak, karena ... ceeeeenn-lnarus  bisa
menjawab mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagmmana}

Kesimpulan
a. Verfikasi Administrasi
b, Verifikasi Teknis
¢. Hal Lein Yang Dianggap Perlu
d. Lampiran :
1. Photo-phota.
2. Berita Acara :
(a] Form Berita Acara
(b) Celklist Verifikasi Lapangan
{c) Surat Perintah Tugas.
3. surat Rekomendasi.
Pj. WAL METRO,

i PARAF.“ERAHH(HH ; =

'sekda e K} 51

- o - 1
-

BE e iama

S ACHMAD {:IjRIEH& PUTRA NR

mala Baglnn AMOC

“ubibag (8L Wﬂr T /
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LAMPIRAN 1V: PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR : [+  TAHUN 2015
TANGQAL : 27 Tuhsber 2ols

PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jalan jend. A.H, Nasution No. 1 Metro, Telp. (0725) 7851666

SURAT REKOMENDASI KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUF

KOTA METRO
TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN®
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

®

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Kotamadya Dati II Metro;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengclolaan Lingkungan Hidup;

3, Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tenlang
I. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

6. Peraluran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
2000 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

7  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2000 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawasan Pemulihan Aldbat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Dacrah;

2% Peruturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tenlang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata
Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun,
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10, Surat permohonan tanggal ...............c....o... dari Saudara ..........
11. Berita Acara Nomor .......... tanggal ..........

LAYAK/ TIDAK LAYAK

Untuk diterbitan surat izin penyimpanan/pengumpulan® sementara limbah
B3 dan/atau pengumpuilan limbah B3

Kepada ;
1. Identitas Usaha / Kegiatan :

a. Nama Usaha/ usaha:
b. Alamat:
c. Bidang Usaha:
d. Mama Penanggung Jawab :
2. Sumber Limhah B3:
3. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3:

4. Jenis dan karakteristik limbah B3:

Untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/ataun
pengumpulan limbah Bahan Berbehayva dan Beracun, dengan ketentuan
sebagai berikut

1. Pemegang Izin wajib ; **

4. mematuhi jenis limbah B3 vang disimpan/dikumpulkan;

b. mengikuti persyaratan penvimpanan dan/atau pengumpulan limbah
Bshan Berbahava dan Beracun sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

¢. mengikutl persyvaratan penyimpanan dan/atau peng‘umpulm_l sesLAL
dengan jenis dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

d. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;

¢. mencatat neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

f. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun;

g. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan den/atau
pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Tzin ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun;
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3. Apabila sewaktu-waklu Pemerintah Kota Metro melaksanakan penertiban
penggunaan lokasi maupun tempat usaha sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pemegang izin wajib menyesuaikan tanpa

menghambat pelaksanaannya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal

KEFALA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO,

Mama L..Eng@g
‘ Panghkat
NIP

Tembusan :
Yth. 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

2. Gubernur Lampung;
* SesUal pengsjuan Lxin,

** bila dinyalakan layak/tidak layak

S " ~ j. WALI A METRO,
i FARAF [{IERARKHIS K /
_ b

. !ﬂﬂi‘lﬂa

=
e e

e
ACHMAD RISNA PUTRA NR
‘aaia Bagian oA j
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LAMPIRAN W ; PERATURAN WALIKOTA METRO

MOMOR : | # TAHUN 2015
TANGGAL : L3 Ceffambser 2ol

PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. Arsyad No, 1 Metro Telp. (0725) 49638

IZIN PEMYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NOMOR: IPMPTEPILB3/Z0....

| Permohonean dari . Tentang [ZIN FENYIMPANAN
SEMENTARA LIMEAH B3

Mengingat

. 1. Undang-Uindang Momer 12 Tahun 1999 T:.‘ntangul-:':r'nh:n‘:ukn.n
Kahupaten Dati [ Way Kanan, Kebupeten Dati [1 Lampung
Timur dan Kotarnadya Deti 11 Melto,

2. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungoo
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keachatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daeral sebagaimana tolah dinbah bebernpa kali terahir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturen Pemeriotah Nomaor 101 Tabhun 2014 tentong

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya den Beracurn;

&, Peraturan Menteri Negara Lingkungen Hidup Nomor 18 Tahun
2009 tentang Tata Cera Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
EBcrbahaya dan Beracun;

¥. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup MNomor 30 Tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Penpawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Pengawassn Pemulihan Alkibat Pencemarsn Limbah  Hahan
Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerab;

#., Pernburnn Daerah Kota Metre Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

O, Peraturan Walikota Metro Nomer ... Tahun 2015 tentang Teta
Laksans Perizinan Pengelnlaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beragiin;

10. Surat permohonan tanggal .o darl Saudara ..........

11. Berita Acara Nomoar ........., tanggal ...

2

Memperhatilkan

+ | Surat Relomendasi dart Kepala Kantor Lingloungan Hidup Neomor
BEO S JLBZLTD-9/02 020, .. tentang Izin Penyimpanar
| Bementara Limbah B3.

Memberikon [EIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHATA

kepada :

DAN BERACUN

1. Identitias Usaha [ Heglatan :

. Nama Usaha/ ueaha:
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b. Alamat:
. Bidang Usaha:

d, Mamga Pensngoung Jawab :
2. Bumber Limbah B3:

3. Lokasl/area keglatan pengelolaan limbah B3:

&, Jenis dan karakteristik limbah E3:

Untuk mclakukan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbsah Bahsn Berbehaya dan
Beracun, dengan ketentuan sebapnimansna yang tercantum dalam surst rekomendasi
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro.

Masga berlaku izin selama 5 (lima) tabun sejek tangps] dikeliarkan i=in,

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbailki
sebagaimana mestinya.

Ditetaplaan di : Metro
Pada Tanggal i Lol e 8 4 i ity

an. WALIKOTA METRO
. KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN FELAYANAN TERFADU SATU PINTU
KOTA METRO,

A

PARAF | sEnnquHm b,

W, | ¥

iSekda ' 7& { Pj. WALIROT'A METRO,
Ass ...l "
. Sl i 5

] o
“‘"I ACHMAD CHRISNA PUTRA KR




20

PEMERINTAH KOTA METRO

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JIALAN KH, Arsyad Mo, 1 Metro Telp. (0725) 49638

IZIN PENGUMPULAMN LIMBAH BAHAN BEREAHAYA DAN BERACUN

MCMOR: PMPTSPILE32Y.,..

Membaca

BEM

Mengingat

10.
B

T: [ Permohonandan ..o Tentang [ZIN PENYIMPANAN

ERTARA LIMBAH B3

T Undeang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembeniulan

Kabupaten [kati 1l Way Kenan, Kabupaten Dati [1 Lampung

Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro;
Undang-Undang Momaor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan
dan Penigelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Keschatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintuben
Daerah sebageimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peratutan  Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 fentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava dan Beracun;
Pernturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
2 penteng Teta Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahava dan Beracur;
Peraturan Menteri Negara Linghkungon Hidup Nomor 30 Tahun
2004 tenteng Teta Laksana Perizinan don  Pengawnsan
Penpgelolaan Limbah Bahan Berbahava dan Beracun serta
Pengawasan Pemulihen Aldbat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahava dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerash Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Walikota Metro Nomeor ... Tahun 2015 tentang Tata
Laksana Perizinan Pengelalasn Limbab Hahen Berbahaye den
Beracumn;
Surat permohonan Engeal .. dari Saudars .........,
Berita Acara Nomor ... tarigead ...

Mmlpt:rl‘iatim

Sura
a60/f

t Rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor
JLB3/LTD-9 /027 20.... tentang lzin Penyvimpanan

Sementara Limbah B3.

Memberikan IEZIN FENGUMPULAN LIMBAH BAHAN EEREAHAYA

kepada ;

DAN BERACTON

5. Identitias Usaha / Heglatan ;

R

Alemnat:
Bidang Usaha:

Nama Usaha, usahe:

h. Nama Penangzung Jawab :
6. Sumber Limbah B3;
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7. Lokasifares kegiatan pengelolaan Hmbah B3:

8, Jenle dan karalcteriatik limbah B3:

Untuk melukukan kegiatan Pengumpulan Sementare Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, dengan ketentuan scbagaimanan yang lercantum dalam surat rekomendasi
Kepala kantor Lingkungan Hidup Kota Metro.

Masa herlaku tzin selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal dikeluarkan fzin,

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan inl maka akan diperbaiki
sehagaimana meslitiva.

Ditelapkan di : Metro
Pada Tangep! d T e i = T

An. WALIEOTA METRD
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN FELAYANAN TERFADLU SATL FINTU
KOTA METRO,

' N e PR [

Panglat
HIF,

Y e -

|_PARAF HIERARKH}=

o

”‘FT
1]
L3
- =
P i
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LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR : |3 TAHUN 2015
TANGGAL: 7-3  Siftiedper  Fol4

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3*

MNomor

Lampiran
Perihal

Perpanjangan izin
Penyimpansn dan/atan

Kepada Yth:
Walikola Metro

Melalui Kepala Kantor
Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kota Metro

Pengumpulan Limbah B3* di-

Tempat

Dengan ini kami mengajukan permehonan izin penyimpanan dan/atau
pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikul:

A. Keterangan tentang pemohon

..............................................................................

1. | Nama
Pemohaon |
2, | Alamat
Kode Pog [ievorriaermianin ]
3. | Nomor
Telp/Fax i}
4, | Alamat e-
il - _ i
B. Keterangan tentang perusahaan
1. | Nama Perusahaan
2 ATBIMAT 0 |5 iiesmsriarereneriiesbiieciiesainnsirans srenasyi 48 L e
Kode Pos | ]
3. | Nomaor Telp/Fax | i s s s
4. [ Jenis Usaha
5 t'-h:-;’Tanggal Akta
Pendirian
| 6. | No.  Persetujuan
Prinsip
7. | NFWP
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Jenis 1zin Mo, Persetujuan/ lzin
8. | Izin-izin Yang | : 1. AMDAL/UKL-UPL | ..cocovriimriinnitiiniisiniiann
Diperoleh 2. IMB | ceeraeeriaes e s
L0000 | samiaeaaiids
TR | i i
- SN
, &.

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan

1. | Jenis Tzin : Penyimpanan / Pengumpulan
2. | Perpanjangan Tzin | [/T/T/IV.....
Ke =,
3. | Tangzal Habis B M A AR AR ML A3 P N 0
Masa Berlalm Izin
Sebelumnya
4. Kelengkapan 1, Salinan izin sebelumnya,
‘ doloumen 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 wako
terlampir: pentaatan terakhir.
3. Jika terjadi perubahan  hal-hal  sebagal
berikout:

a..Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang
disimpan/ dikumpulkan;

b. Lokasi/area tempat penyimpanan/
pengumpulan;

¢. Desain tempat penyimpanan/
pengumpalan;

d. Salinan kontrak kerja dengan pihak ke III |
vang telah mendapathkan izin. ‘

Catatan : (8] Coret yang tidak perlu ‘

Nama, tanda tangan pemochon,

Pj. WALI A METRO,

"'-._\

L 1
3 A
LT A b | J —_—
. L g

ACHMAD Tmsm PUTRA NR




RAPAT

LAPORAN RAPAT

 RAPAT TIM PENYUSUNAN TATA LAKSAMNA PERATURAN
DAERAH KOTA METRO

HARITGL : & Juli 2015
TEMPAT ! RUANG RAPAT BAGIAN QRGANISAS| KOTA METROD

Vi

V. DASAR.

uiE?

.

3.

1.

1.

Paraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pengelelaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015;

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kera Perangkat
Daesrah (DPA-SKPD) Bagian Organisasi Setda Kota Metro Nomor
1.20.03.29.04 5.2

PELAKSANAAN RAPAT.

Pimpinan, Notulis dan Paserta Rapat.

Rapat inl dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan didampingi Kasubbag
Tata Laksana sebagai notulis, Peserta rapat yang hadir sebanyak 16 orang
undangan terdiri dari, Sekretaris Inspektorat Kota Metro, Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Kota Metro, Kasi Perizinan dan Pengawasan Kantor
Lingkungan Hidup Keta Metre, Kasi Penanaman Modal KPM-PTSP, Kasi
Fendaftaran KPM-PTSP. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum
Setda Kota Metre, Kasubbag Kelembagaan Bagian Qrganisasi Sefda Kofa

Metro . Sanitaran pada RSUD Akmad Yani, JFU pada Dinas Kesehatan Kota
Metro.

Waktu dan Agenda Rapat.

Fapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2015

Tempat : Ruang rapat bagian Organisasi Setda Kota Metro

Acara . Rapat |l pembahasan rancangan peraturan waliketa metro
tentang tata laksanma perizinan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun,

Rapat dimulai sesuai jadwal pada pukul 09.30.00 Wib s.d. selesal dengan

agenda sbb :

Pembukaan,

Do'a,

Fengarahan Pimpinan Rapat.

Dialogfdiskusi,

Penutup.

Topowm

Vil. RISALAH RAPAT.

Pimpinan Rapat.
Memulai rapat dan diawali do'a bersama sesuail keyakinan masing-masing.



Fimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan pembahasan
kedua rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perlzinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro:

1. Kota Metro telah memiliki Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun
2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Rancangan Peraturan walikta ini ditujukan sebagai tata laksana perizinan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Metro.

3. Ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan ini meliputi tata laksana
perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pengumpulan
limbah B3.

4. Telah dilakukan rapat oleh tim kecil pembahas materi peraturan untuk
menyesuaikan dengan kondisi Kota Metro.

Vili. KESIMPULAN RAPAT.
Kesimpulan dari rapat yang dilaksanakan ini antara lain

1. Rancangan peraturan walikota ini merupakan tata laksana dard Peraturan
Daerah Kota Meatro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan *
‘ Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Ruang lingkup pen?aturan pada Peraturan Walikota tentang Tata Laksana
Perizinan Fengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya ini meliputi v
pengaturan perizinan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan
perizinan pengumpulan sementara limbah B3

3. Pelaksanaan administrasi perizinan dilakukan terpusat melalui Kantor +
FPenanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

4. Pelaksanaan teknis perizinan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup,

©. Waktu proses sampai terbit surat keputusan paling lama 14 (empat belas) hari -
terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

6. Perbaikan redaksional berdasarkan catatan rapat akan dilakukan segera
sebelum rancangan Peraturan Walikota ini diajukan untuk pengesahannya,

'

Demikian Laporan Rapat inl dibuat sebagai informasi dan untuk dipergunakan
seperlunya,

L

KASUBBAG TATA LAKSANA,

e ! -
ot
.?: L
;

|
ABDUL KADIR SHOFARL S.5TP., M.PA
NIP. 19811218 200012 1 001




